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TJakarta, 15 Maret 2019

Kepada Yaag Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. ¢

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P—-l) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);
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Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum
VERI JUNAIDI & ASSOCIATES yang berdomisili di JI. Tebet Timur Dalam VIII Q No.
1, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA. berdasarkan Surat Kuasa (terlampir)
tertanggal 14 Maret 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama:

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), berkedudukan di JI. Pemuda No. 70
Rawamangun, Jakarta Timur (13220), Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Dalam hal ini
diwakili oleh Sunarto selaku Ketua Umum AROPI. Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON [Bukti P-3]

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.  Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat
(1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap UUD™;
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Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
1 rTr 1

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang- Unaang Nomor 8
Tahun 2011 (semuutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama
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terakhir yang putusannya bersifat fina!, antara lain ...menguyji Undang—Undang
terhadap UUD 1945™;

Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan
Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540Undang~Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.
7/2017) tethadap UUD Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemchon berpandangan Mahkamah
Konstitusi bc“wenang memeriksa, mengadiil, den memutus permohonan
penguyan materti! terhadap Uvdang -Undang a guo pada iingkat periama dan
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KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMGHON

a3

Lo

Rahwa jaminan konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk
mengajukan permobonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
menjadi salah satu parameter tersclenggaranya cita negara hukum sekaligus
menjadi cerminan atas pengaman prinsip kedaulatan rakyat, dimana undancr—
undang sebagai produk legisiusi antara DPR dan Presiden dapat diuji
konstitusionalitasnya melalui Iernbaga yudisial, sehingga warga negara dapat
terlibat den memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances
agarberjalan dengan baik dan efekf}

Bahwa Pasal 51 ayat (1) U MK menyatakan: “Pemohon adalah pif hak vang
menganggap hak dan/atau  kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya  undang-undang, yaitu: (@) perorangan WNI, (b) kesatuan
masyaratakal  hukum  adoi sepanjang  masin hidup dan  sesuai  dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI vang diatur dalam
undang-undang, (c) badan hukum publif dan privat, atau (d) lembaga negara”,

Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan
hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar

1

Negara Republik Indonesia Tahun 19457,

Bahwa Yurisprudensi tetap Mabkamah vang feriuang dalam Putusan Perkara
Nomor 006/PUU-1L/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-
putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam
mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenubi syarat.

a.  Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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b.  Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

¢.  Kerugian konstitusional P&m~hon dimaksud bersifat spesifik atau khusus
dan akiual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

c. \danya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya vndang-
undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didaiilkan tidak akan aiau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pasal 3 huruf ¢ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomar 06/PME/2005
mengatur Periohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalai huruf ¢
berbunyi Badan hukum publik atau badan hukem privat:

Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara 002/PUU-I/2003, menambahkan
kriteria “badan hukum publik” dengan mergjuk Anggaran Dasar perkumpulan
yang mengajukan permohonan, iike wiuan pgri;umpuian fersebut adalah uniuk
memperjuangkan kepentingan umuim, maka dikategorikan sebagai tadan hukum
publik;

Bahwa permohonan ini diajukan oleh organisasi AROPI yang diwakili oleh Ketua
Umumnya yakni Sunarto. Berdasarkan Pasal 7 ayat { 5) Anggaran Dasar ARCPI
disebutkan, “Ketua Umum adalah pimpinan fertinggi Dewan Eksekutif yang
bertanggung jawab atas organisasi AROPI baik kedalam maupun keluar”, oleh
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mewakili AROPI dalam mengajukan permohonan pengujian aquo; |Bukti P-4

Bahwa Pemohox sebagai suatu organisasi profesi berbentuk badan hukum privat
yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-
05.AH.01.06. Tahun 2008 perihal Pengesahan Akta Pendirian Asosiasi Riset

Opini Publik Indonesia (AROPI}); {Bukti P-5]

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon untuk mewakili kepentingan
publik dalam pengujian Undang-Undaig a quo dapat dibuktikan dengan tujuan
pendirian organisasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar

Organisasi [Vide Bulkti P-4] berbunyi;
1. Untuk membangun kode etik profesi riset opini publik sebagai panduan

para anggota;
2. Untuk mien dalam bidang riset

opini publ
3. Sebagai forum komunikasi serta tukar menukar informasi khususnya dalam
bidang riset opini publik;
4. Untuk memperkaya demokrasi dengan mangartikulasikan aspirasi dan
perscpsi publik atas berbagai isw:

5. Untuk menjalin komunikasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;

b
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wa unfuk mencapal maksud dan tujuan didirikannva organisasi tersebut
emohon melaksanakan kcgiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
nggaran Dasar Organisasi [vide Bukti P-4] bchuny
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dilakukan perorangan, kelembagaan dan lintas kelembagaan;
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  seminar-
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Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan
pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset;

Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui diseminasi
hasil-hasil riset, penerbitan jurnal, buku-buku, dan lainya;
Menyelenggarakan  dat  memfasilitasi  kepiatan-kegiatan  pemberian
penghargaan (Prize/Award) terutama yang berkaitan dengan riset dan
survei,

6. Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu-individu vang
memiliki kepedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia
riset dan survei
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Bahwa Pemeochon memiliki hak konstirusiona! yang diatur dalain ketentuan Pasal
28F Ayal (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap ovrang berhak alas
kebebasan  berserikat, ’-e;'kumrml, dan mengeluarkan pendapat”. Pemohon

i 1 .
sebagal asosiasi telah dijamin hak berkumpul dan berserikat untuk mewujudkan

tujuan-tujuan asosiasi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal
4 dan Pasal 5 Anggara Dagar, serta Pemohon dqamm untuk meugeluarkan
pendapat melalui publikesi hasil-hasil riset dan survel menyanghut
macam isu kepada publik termasuk survei tentang Pemilu;

i:.
o=
&
£
=8

Bahwa jaminan hak konstitusional Pemohon unfuk mengeluarkan pendapat
melalui publikasi hasil-hasil riset dan survei khususnya terkait dengan Pemilu
telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU
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712 ang membatasi pengumuman hasil survel Pemilu tidak

dilakukan pada masa tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (quick
count) harus dilakukan 2 (jam) setelah selesai pemungutan suara di wilayah
indonesia bagian barai, bahkan Pemohon berpolensi dipidanakan berdasarkan

ketentuan Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (2) UU No. 7/2017,

Bahwa saat ini Pemohon (AROPI dan Anggotanya) sedang menyiapkan program
survei dan quick count untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu
Legislatif Tahun 2019, akan tetapl Pemohon dibatasi dan dilarang untuk
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serta tidak dapat mempublikasikan kepada masyarakat luas hasil penghitungan
cepat (quzck count) Pemilu pada saal pemungutan suara sedang berlangsung

[(vide Pasal 449 ayat {5)] secara otomaiis kerugian yang dialami cleh Pemohon

berSIfat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami pemohon memiliki
hubungan sebab akibat ( causalzms) dengan diberlakukannya ketentuan Pasai yang
sedung dimohonkan pengujian aguo;

Bahwa sebelumnya Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 9/P VII/2009,
dimana AROPI sebagai Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum ([egaf
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standing) sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka {3.9] selengkapnya
berbunyi:

K17 VPR Loiis R SN R ST 1 2 S PR
Aenimbang balwa berdasarkan waian di atas, Malikamal berpendapai

(e

balwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia

maupun badan  hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak

konstitusionalnya  ofeh  berlakunya  pasal-pasal - yang  dimohonkan

pengujian, sehingga prima facie Pemohon telah wmemenuhi syarat
;.

kedudukan hukum deged standing) dalam permohonan a quo™.

Lz

Qich karena sebelumnya Pemohon dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIV2009 telah
dinyatakar memiliki kedudikan hulam, maka secara muafis mulandis dalam
perkara pengujian @ gwo Pemohon juga memiliki kedudnkan hukum (legal
sianding). Sebab kepentingan fukum pemohon adalah dengan penguiian
sebagaimana Putusan Nomor 9/PUU-VIL2009;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas
maupun kapasitas sebagai Pemchon pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1545 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan
Mahlamah Konstitusl, maupun sejumlah putusan Mshkamah Konstitusi yang
memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para
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uji materiil Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No.
7/2017, terhadap Pasal 28D Ayat (1}, Pasal 28F, Ayat (3), Pasal 28F UUD 1945,
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C. POKOK PERMOHONAN -

16. Bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Unum (selanjutnya disebut “UU No.
7/2017") memuat ketenituan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan
Pasal 540, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 449 ayat (2)
Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat lenlang Pemilu sebaguimana

1 1 3 k) - T I rey 1 T ¥ 3 m
dimarsua paad ayar (ij ailgrang qiialuran paaa Masa fenang.

Pasal 449 ayat (5)

Pengumuman  prokiraan  hesil penghitungan cepal Pemilu hanya  boleh
dilakukan paling cepat 2 (dua) jam sctelah selesai pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 449 ayat (6)

“Pelangparan terhadap ketentusn ayat (2), ayat (4}, dan ayat (5) merupakan tindak
pidana Pemilu”

Pasal 569

Seliap orang yang mengumumkan hasil survel atau jajak pendapal lenlang
Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2),
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dipidan
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (saty) fahur dan denda
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Pasal 548

(1) Pelaksana kegictan penghitungan cepal yang melakukan penghilungar
cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungarn
cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebogaimana dimaksud dalam
Pusal 449 ayal (3) dipidena dengan pidana penjara pating lama 1 (sctie)

p
tahun 6 (enam) bulon dan denda paling banyak Rp.1 8.000.000,- (delapai:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepal yang mengumumkan prakiraan
hasil penghitungan cepat sehelum 2 (dug) jam setelah  selesainya
pemunguion suara Jdi wiliyan indonesiy bugricn: bural sehayuiman

dimaksud dalam Pasal 249 ayai (5) dipidana dengan pidana perjara

paling lama I (sany tohun 6 (enan) buian dan denda paling banyak

RpI8.000.000,~ (delapan belas juta rupiah).

17. Tiahwa Para Pemohon mendalitkan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5}, avat {6}
Posal 500, dan Pasal 540 bertentangan dengan UUL 1945, khususnya Pagal2¥i
ayat (1) 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasz! 28D ayat (1)

Setiup orang berhak atus pengekuen, jaminan, perlindungan, dun kepuasiion

Indum yang adil serta periakuan yang sama dihadapan futkum

Pasal 28E ayat (3)
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pendapat.

Pasal 28K
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mengembangkan pribadi dan lingkungan sosiainya, serta bernan uriux

mencari, mempereleh, memiliki, mesyimpan, mengelola. dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saiuran yang tersedir.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1

Bahwa frasa*larangan pengumumar hasil survei atau iajak pendapat pada masa
ienang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya
boleh dilakukan paling cepat 2 {dua) jam setelah selesai pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian barat” beserta ketenfuan pidananya sebagaimana diatur
dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6),Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (2)
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T No. 772017 tidak me
prinsip kepastian hukum;

mifiki

i landasan konstitusional dan bertentangan dengan

9. Bahwa sccara subtansial pasal @ gue pernah diatur datam Undang-Undang Nomor
i0 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (selanjuinya disebut “UU No.
10/2008”) dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melaiul Putusan
Mahkamah Nomor 09/PUU-VIY/Z009. Namun demikian, lembaga pembentuk
undang-indang (DPR dan Presiden) kem Jah mengatur ketentuana gue dalam
Unua_ng-Undang Nomor § Tehun 2012 tentang Pemilihan Umum (selanjutiya
disebut “UU No. 8/2012") dan lagi-lagi Gmyatakan inkonstifusional oleh
Mahkamah melalui Putusan Nomor 24/PUU-XI/2014, vang secara sederhana
dupal dilelaskun dalum tabel dibawiils int:

Ne | Pasal Pasal dujam U de, | Pusal-Pasal dulem UU Ne. Pasal-Pasal dalam
10/26068 yang Dicabut #2612 yang Dicabut UU Ne. 7/2(17 Yang
berdasarkas Putesan berdasarkan Dutusan Memuat Norma

$o/FTHLYII 2009 24APITLXTE2614 Hulium Yano Telab
Dicabui
Larangan Pensumuman Haeil Survel dap Jaiak Pendanat Pade Masa Tesang
i Pasai 245 ayat (2) Fasai 247 avat (2) Pasai 449 ayat (2)
“Pengumunan hasil survei “Pengumunan hasil survei “Pﬂng,mmumm hasil
atau jaiak pendapat tidak atau iajak pﬁﬂdmmf tentang survel atau jaiak
boleh dilakukan pada masa | Pemilu codgalmdnd pendapal ientang
tenang” dimaksud ayat (1) dilar Pemilu se’aagai"lana
dilakukan pada Masa dsmﬂlsuﬁ naca ay
Inkounsiitusionai dait Teiang”
dicabut berdasarkan
Putusan MK Nomor Inkonstitusional dan
OoTIYTIT LITTAAND LY TUNPIE PR, [y, (% .
UFi VU= Y LI LUy Uicapus ety I orasa yaug
Putusas MK Nomor dimokonken Ul
ZAMPTIU-KTE 2014 Materi
Pepcumuman Hasil Quick Count
2 | Pasal 245 ayat (3} Pasai 247 ayat (5) ¥ asg! 449 avat {5}
P I AU Tt D T S “Pe )
re lBlutUllgﬂll Lranit rcu;_:,uxuu 1idll aall cug,uuzunlau
perhitungan cepat hsmya hasil penghitungan cepat prakiraan hasil
holeh dilakukan pad' rari Pemihi hanya boleh penghitungan cepat
| . 1 d [P JE B3 D R ey | PP ] H T P o P
ue uul]a. au llalﬂ tatk 55 l uuaz\ul\au Pall.ls vepal. Fa 1. Ciliiid uauja GOIEH1
pv, wngutan suara” (dua) jam setelah selesai dilakukan paling cepat
- pemunguian suara i wilayah | 2{ aua) jam seteiah
Inkounstitusional dun indonicsia bagian baral” sclesal pomutigutan
dicabut herdasarksn suara di wilayzh
Putusan MK Momor Inkonstitusional dan Indonesia bagian
09/PUU-VIN2082 dicabut berdasarkan barat”
Putusan MK Nomer
| 24/PUU-XT1/2614 Norma vang
dirmakanlon i
WARARRLS AALFAAARAL RA UJI
Materi
Keiminalisasi terhadap Pensumumzan Survei Pada Masa Tenane dan Pengumumai
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O
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ketentuan avat {23, ayat (3]

cetentuan ayat (23, ayat
dan ayat (4) merupakan
tindak pidana pemilu

L%
S’

)

inkonstitusionai dsa

| Py
ketentuan ayat (2}, ayat (4}

dan ayat (5) merupakan
tindak pidana Pemilu”

Inkonstitusional dan

- —
ketentuan ayat (21,

ayat (4), dan ayat (5)
merupakan tindak

pidana Pemilu”

dicabut berdasarkan dicabut berdasarkzn Norma yang

Puiugan MK Nomor Futusan MK Nomor dimohonkan Ui

69/ UU-VII2G69 24/PUU-X11/2014 Materi
Ancaman Pidana

Pasal 282 Pasai 291 Pasal 509

% 2

Setiap orang yang
mengumumkan hiasil survei
atau jajak pendapat dalam
masa tenang, dipidana

penjara paling singkat.. .dst”

Inkonstitustonal dan
diczbhut berdasarkan
Putusan Mk Nomor

“Setiap vrang yang
mengumumkan hasi survei
atau jajak pendapat tentang
Pemilu dalam Masa Tenang
sehagaimana dimasud dalain
Pasal 247 ayat (2), dipidasa
dengan pidana kuraigan
paling lama.....ds”

| deiigan pidana

“Setiap orang yang
mengumumkan hasil
survei atau jajak
pendapat teninag
Pemitu dalam Masa
Teunaig sebagaimana
dimaksud Pasal 449
ayai (2}, dipidana

02/PUU-VIL2009 Inkonstitusional dan kurungan paling
dicabut berdasarkan lama....cst”
Pitusan MK Nomor
24/PUU-X11/2014 Norma yang
dimohonkan Uji
Materi
Pasal 307 Pasal 317 Pasal 540

“Setiap orang atau lembaga
yang imelakukan
penghitungan cepat dan
mengumunkan hasil
penghitungan cepat pada
hari/tanggal pemungutan
suara, dipidana dengan
pidana penjara paling
singkat....dst”

Inkonstitusional dan
dicabut berdasarkan
Putesan MK Nomor
09/PUU-VIL 2009

ayat {1): Pelaksana Kegiatan
penghitungan cepat yang
melakukan penghitungan
cepat yang tidak
memberitahukan bahwa
prakiraan hasil penghitungan
cepat bukan merupakan hasil
resmi Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 247
ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara....dst

ayat (2): Pelaksana kegiaian
penghitingan cepat yang
mengumumkan prakiraan
hasit pemungutan cepat
sebeium 2 (dua) jam setelah
selesainya pemungutan suara
di wilayah Indonesia bagian
barat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 247 ayat (5)
dipidana dengan pidana
penjara....dst

Inkoastitusional dan
dicabui Derdasarian
Putusan MK Nomor

| peirghitungan cepat
{ sebefum 2 (dua) jam

ayat {1): Pelaksana
kegiatan penghitungan
cepat yang melakukan
penghitungan cepat
yang tidak
memberitahukan
bahwa prakiraan hasil
penghitungan cepat
bukan merupakan
hasil resmi Pemilu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
449 ayut (4) dipidana
dengan piduana
penjara...dst

ayat {2): Pelaksana
kegiatan penghitungan
cepat yang
mengUmMUmKan
prakiraan hasil

setelah selesainya
peryngutan suara di
wilayah indonesia
bagian barat




L

14PTU-X2014 sehaoainmid
dimaksud dalaim Pasal
449 ayat (5} dipidana
devigan pidana

penjara..dst.

20.

24.

Bahwa Mahkamal dalam pertimbangan hukumnya, baik Putusan Nomor
DO/PURIL-VIT2009 nuupun Putusan Nomor 24/PUU-XIV2014, pada pokoknya
menyatakan®... Lembaga survei dan hasil-hasil publikasi survei dan jajak
pendepat merupakoin bertik pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalan
peroses penyelenggaraan regara iermasuk pemilian umim. sehingga ddak
dapat dilarang. Lebih larjui, menurut Mahkamah «_..Tidak ada deta yang akurat
untuk menunjukkan  hakwa pengumuman cepat  hasil guick count telah
mengganggu  keteriiban  umum  atay  menimbulkar keresahan  di  dalam
masyarakat’;

Bahwa dengan dihidupkannya kembali frasa “larangan pengumuinan hasii survel
atau jajak pendapal pada mssa tenang dan “pengumunian prakiraan hasil
penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam
setelah selesal pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” beseria

ketentuan pidananya dalam UU No. 7/2017, maka pembentuk undang-undang
telah melakukan “pembangkangan” terhadap perintah konstitusi;

Bahwa berlakunya kembali Ketentuan Pasal aquo, maka telah menyebabkan
ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan dan publikasi hasil survey pada masa
tenang dan publikast hasil hitung cepat. Apakah akan merujuk pada Putusan MK
Nomor 09/PUU-VI[/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-X11/2014 atau UU 7/2017
yang secara materiil (substansi) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi? Apalagi
dalam pelaksanaan ketentuan aquo, dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya;

Bahwa selain telah melakukan “pembangkangan” terhadap perintah konstitusi
yang menyebabkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang juga telah
melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

o 1 ) . as-
9011 tentano Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur asas

asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas “ketertiban dan
kepastian tukum”, yang mensyaratkan materi muatan petaturanperundang-

LR} PP | T 1.3 . R T TR
ﬂ”.t".“.'l.l_} Llﬂ!‘;?.ﬂ}‘.ﬁ‘.ﬁfhgdf" (A1ATT] Tnasvargal moiglidl

t 1
ungungan naris [ asya

kepastianhukum;

TUITIITIHT
RESEEEE

Bahwa scbagai lembaga yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk memegang
kekuasaan legislatif, DPR seharusnya menjadi Jembaga terdepan dalam
melaksanakan prinsip “tertib hukum” dan melembagakan prinsip “kepastian

m** m m 3 1 IR i
. P ke, ATITILIL ATOFATY (T AaTiimn LA an e UTGand -
huk‘d.u - hukdﬂ audlﬁh Luengdbdlkd‘xxi Y \'.u.’u:,;{uns Card MEeTulliuondant issiina ungange

undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sebanyak tiga
kali;
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26.

1 - .. : H
Bahwa Pemohon secara ke‘.embagwn telah mempersiapkan seluruh resources
I T WL I R T st e U . T . R Y I
UK O Tpariusipasi galaim  “meicerdaskan kehiuupall bali‘-'bd mciaiui
pelaksznaan riset/survei dan mempublikasikannya. Namun d°1 ikian, upaya
o -
s e

r 1
y a o
ddddsednt uluuaugi\au

P—

pasal-pasal a quo;

Bahwa berdasarkan argumentasi di ates, maka frasa “larangan pengumuman hasil
survel atau jajak pendapat pada masa (enang” dan “pengumuman prakiraan hasil
penghitungan cepat pemiln hanya boleh dilakukan paling cepat 2 {(dua) jam

35“'91‘.‘!]‘. C‘l:l.il'—sh,\; [ 8 Ted b \'Ill'lt\'llf"ll\ Siiara r'] AR5 ‘.'I }‘\‘J"! l”\ 1\’1!“1" hﬂ"’l—"'l'f'ﬁ
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Ketentuan p1dananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (Z), ayat (5, ayat
), al 569, dan Pasal 540 UU No. 72017 i eL“teut.mgan detgan Pasal 28D

£ 1 1 1 a :
Ayat {1) dan Gdak mermiiiki fandasan konstitusional seria tidak memiiiky kekuatan

hukum mengikal.

.
:-

D‘

BERTENTANGAN DENGAN PASAYL 28K AYAT (3) UUD 1245

[
=

. dan Pasal

Bahwa keientuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 5¢9
UD 1945 dengan

w
ZAN TTET N v ponl QYT A at 07
548 UU No. 772617 bertentangan dengan Pasal ()E Ayal (3) UUD

alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berlakunya ketentuan pasal g guwo telah merugikan hak
konstitusional Pemohon, yaitu menghilangkan hak “menyampaikan

LAY
nnnanar f b‘ ﬁf f "ll'l') 0' (" P12 P ‘PJ [
L i 41 11\.’\4\/ L)

b. Bahwa secara konsepiual hak menyampaikan pendapat (freedom of speech)
merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, diiegakken, dan
dipenuhi (to protect, to promote, to enforce and to fulfil) oleh negara,
karena berdimensi sipil-politik, bukan malah dihilangkan;

c. Bahwa frasa “masa temang” merupakan ruang bagi pemilih dalam
menentukan pilihannya, dan Pemohon dalam kapasitasnya «:ebagai lembaga

T T P IR -

YANE Cofceri ai u1_ld.ig S5€i atau pCllUulell yuuun 1“161 eiikai aKses

: nfomasi yang dapat mem b ita “pemilih” dalam memahami atau mengenal
16"\’ ;O\'l“\ (‘ﬂl!\‘l‘\ bat=lasl 1I‘I‘\"\‘:"\“1lq‘
LIAEL "I“Hl.l Al LE ‘l_J LALLL Lyxxul"vg.,,

4. Bahwa secara faktual informasi terkait elektabilitas dan lain sebagainya
berkorelasi denpen tujuan peningkaten pertisipasi masyarakat uniuk

e. Bahwa pembatasan hak mengeluatkan pencapat (freedom of speech)
dengan ineiy bal.amyc;uéuuluuxau Pia‘l\lkdﬂll h&iSi} ycugl‘ut nigdii Ci.i“"‘i pemilu

paling cepat 2 {(dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah
Tnuenpuia bacian ?\:rat talah dilalmban  gecara tidak cermat dan

serampangan, Karena tidak mempertimbangkan keinginan publik untuk
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28.

penyel enggara pemily;

f. Bezhwa adapun argumentasi yang menyalakan “pengumuman hasil cepat
guick countdapat menggangn keterfiban umum  ataun menimbulkan
keresahan di dalam masvarakat” tidak lah didasarkan panalaran yang wajar
dan telah dibantah oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor G9/PUU-
VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, dengan menyataka
“:.3.19} Tidal ada dato vang aluyrat uniuk 'Mﬂrd'"ﬂhﬂ’frn"r bBalnvn

pengumuman  cepat hasil quzck count itu telah rnﬂngcangu ketertiban
umnim atay menimbulkan kevesahan di dalam masyarakat. Dari sejumiah

tJr'u&w’u Coéril .':‘E:':{i'i"f'id ini .iiiﬁg\. Seifid it yd;i 4 nmru':uun L'!',u.rt r’u;r ::.Jui'u.:u diiciid
mﬂ‘ﬂggamrgu hternban mrzvyarakar Sobak L aw a’ fzavu quick count

2]
et

1 1 Sflrfrru ':3% v f ]«an )

Tal [#41

Bahwa dengan demikian telai nyata ft'a*\a“larangan pengumumnian hasil survel
alay iajak pendapal pade masa lenung” dan “pengumuman prakiraan huast!
penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jem
setelah selesai pemunguien suara di wilayah Indonssia bagian barat” beserta
ketentuan pidacanyasebagaimana diatur Galam Pasal 443 avai (2}, ayai (5}, avai
(6), Pasal 509, dan Pasal 54¢ UU No. 7/2017 bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28F Avat (3) UUD 1945,

N

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28F UUD 1945

30.

32.

aLwa pada rinsipnya cksistensi Pemohon sebagati Eembaca yancconcem di

idang riset atau penelitian publik merupakan wadzh bagi “pemilih” untuk
mendapatkan pendidikan pohtlk dan terlibat langsung dalam mengawast
penyelenggaraan pemily;

Bahwa pasal a guo tidak hanya menghilang hak konstitusional Pemohon dalam
mengcluarkan pendapat {freedom of spepcu} tetapi juga menghilangkan hak

1-1.1:1 1 1- fyiohifo ta Jrrsniote i1l asngatniii Fanol

1 1ﬁ.ﬁ11'1‘|‘.11 ST
1.) i \l l-él’“‘-ﬂ lU f\«fl«U!’Y}ul&L ill\-ﬂ!ls\-ll.ullul 11CLOL [1 8%

= n namat
[ Tw T R A

JU}J(LL,

Bahwza Mahkma h da‘nam Putusan ‘\Iomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor

24."}'\!’ TT XFIriant
AU U= AL AV

. wres A

TICEas askan LJ.A..‘J_[ . Dembaiasarn PETIZUTHHITIAN pi'akii'aa;i
hasil penghn‘zmﬁ cepa pemilu tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan
i

.;.-\
=
=i
Gr

cepat fquick count) dan menghambal hasrat seria hak sesecrang m.*u!c tahu
(vights to know), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1943. Selain ity,
hasil pengi’u{'mcrcm cepat cudah tidak akan memengaruhi kebebasan pemilik
ymiuk menjoiuhkan pilihannye”,

RN

dan Pulusan Nomor S4/PUU-XG1/2014 iersebui, maka secara
asa“larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat

Bahwa dcrgm merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor
; G009

g
&
=
[F1=3
o
o
=
1olia
&
-
£
=
H;




dan pengumuman ¢ prakirazn hasil penghitungan cepat pemiiu

e mmammd 7Y Ao = - o h ammemm e icwud e s e
lg wC }_Jd.l. A \U.ud,j Jd.lll DULC GJ. 5G Ubdl I cluuu;;.utan sdUaid
1

.4

i owrilawals I o a S P " :
di wilayah Indonesia b.zg an barat” bezerte ketentuan pidananyassbagaimana
. i1t e - g L] L g 37 3 =4
dintur datam Pasal 449 ayat {2}, ayat {3}, ay’ at {6}, Pasal 549, dan Pasai 548 UU
No. 7/201'/ bertentangan dengan ketentuan Pasal 28FUUD 1945.

PERMOHONAN PERCEPATAN PENYELESAJIAN PERKARA

La
Ll

35.

Bahwa sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “keruanfaatan” vang harus melekat

P o T — ... -

T - O IR 0N
ualcuu pw usainn vddan pmauvmt, .{'C.lll O HICinondn RCpaua .?-'{alu\:uuau L!lltul\.

mempeicepat penyelesaian perkara a quo sehingga segaris Jurus dengan tahapan

P an "1&1'} ﬂcn,q‘.rsa_noan

yaual owu axay memasuni ALELAOLL ik o

1 : ¥t I PRI T S . :
p-.,“,ul{_. van “‘:l"er‘t““ 1? i alra orrimor el YL Qe iev\ n
33

A L

Rahwa merujnk Putosen Mahkamah Nomar 24/PUNTII2014, di mana
amah memuius substansi yang saiia dengs i

inak sar harapan Pemcl A

imaka besar harapan Pemchon agar M

b-ah nermo
o

L. IJL- IR AV Y On“lk ouauu Dvlllah

<
:
gue. Mengingat perkara aquo sudah sangat jelas,

dibatalkan di MK sebanyak dua kali namun dibidupkan kembali oleh pembentuk
UU Pepiin dengan mengabaikan putusan MK, maka sesungguhnya tidak

f
G'““"‘l'l_u"” 1°" pﬁmvuuuuuﬂ S“p“"‘ pem;cncnun S }1'3"" iai mya, dengan

mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR serta pemeriksaan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semfatan\a ketentuan agquo telah

A i gy TITITY 1045 ,-.,...,. .-..'!nl T Y AT [ g, N
ucu.cuw.ug,au ULl UL L7S ollla Laki gauau\au pul.uaa.u. lVJ.L\. chuaw..uu

secara berulang ulang. Oleh karena itu, kuat alasan bagi Mahkamah Konstitusi

>
untuk membatalkan ketentuan ague ag.> me urpbulkan kepastien hukum dalem
i

berpartisipasi menyampaikan pendapat serta memberikan pendidikan pemilih
kepada masyarakat melalui pengumuman hasil survey dan hitung cepat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukuin di atas Pemchon memohon kepada

-

[ R
Difd._}cllb na;\.uu. J.Vj.du.l\d.l..lld.u I\Ullbl.ll.ubi I\CP\JULII\. ].llUUllela [FEF{NIL & uci"ﬂun.u:mml,

——

[

Mengabuikan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

5'}, }':—.t (6), Pasal 509, dan Pasal 340

a [l {1 ambor
iNan VN \uuuxuuxaug

Nomor {82) dan (Tambahan Lembaran

4
Negara Kepubhki cionesxa Tahun 20 2)
6109) bertentangan dengan UUD 1945;

Negara Republik Indonesia Nomor

c:nE

Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemnilihan Umum (Lembarang
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Negara Repubiik Indonesia Tahan 2017 Nomor 182) dan (Tambahan Lembaran

Negara Repubiik indoicsia INOITOH
niengikat;

4.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat

lain, mohen putusan seadil-adilnya (ex aequo et bora).

Hormat Kamt

Kuasz Hukum Pemohon

Stamet Santose, S.H.
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